Menimbang :

Mengingat

BUPATI LUWU TIMUR

PERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR filt TAHUN 2008

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAHAN
KABUPATEN LUWU TIMUR

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 96 Peraturan Pemerintah
Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan
Pasal 238 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu
ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan
Kabupaten Luwu Timur;

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kabupaten Luwuy Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi
Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4270);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahap Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4502);
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Menetapkan :

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18

19.

20.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4609);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan
Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 83,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomar 11 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem
dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG KEBLJAKAN AKUNTANSI
PEMERINTAHAN KABUPATEN LUWU TIMUR.



)

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

L

10.

11.

Pemerintah pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik
Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republk Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945;

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan wurusan pemerintahan oleh
pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

Pemerintah Daerah adalah Bupati Luwu Timur dan Perangkat Daerah Kabupaten
Luwu Timur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;

Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Luwu Timur;

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku pengguna
anggaran/barang;

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Luwu Timur selaku
pengguna anggaran/pengguna barang, yang ]juga melaksanakan pengelolaan
keuangan daerah;

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala
SKPKD yang mempunyal tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak
sebagai bendahara umum daerah;

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian
laporan;

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih Pemerintah Daerah dalam
penyusunan dan penyajian laporan keuangan;

Standar Akuntansi Pemerintahan, selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip
akuntansl yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah;

Aset adalah sumber daya ekonoml yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur sebagal akibat dari peristiwa masa lalu dan dimana manfaat
ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang,

Pasal 2

Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan Akuntans Pemerintahan Kabupaten Luwu
Timur berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang ditetapkan Pemerintah.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 di atas adalah
sebagaiamana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan ini.



1.

II.

BAGIAN PERTAMA
KERANGKA UMUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

PENDAHULUAN
Tujuan

Tujuan kebijakan akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian laporan
keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk tujuan umum dalam rangka
meningkatkan keterbandingan laporan keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna laporan keuangan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah masyarakat Kabupaten Luwu Timur, anggota
DPRD Kabupaten Luwu Timur, lembaga pemeriksa fungsional, pihak yang memberi atau
berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah Pusat.

Ruang Lingkup

Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan
dalam rangka penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur yang meliputi :

a. peranan dan tujuan pelaporan keuangan;

b entitas pelaporan keuangan;

C dasar hukum pelaporan keuangan;

d asumsi dasar;

e karakteristik kualitatif laporan keuangan;

f. kendala informasi yang relevan dan andal;

g. prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan;

h jenis laporan keuangan;

i. definisi unsur laporan keuangan;

j. pengakuan unsur laporan keuangan,;

k pengukuran unsur laporan keuangan; dan

I pengungkapan laporan keuangan,

PERANAN DAN TUJUAN PELAPORAN KEUANGAN

Peranan Pelaporan Keuangan

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur disusun untuk menyediakan
informasi yang relevan mengenal posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan
oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selama satu periode pelaporan (satu tahun
anggaran). Laporan keuangan terutama digunakan untuk membandingkan realisasi
pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilal kondisi
keuangan, menilai efektivitas dan efisiensi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan
membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-
upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara
sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :
a. Akuntabilitas
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan
yang dipercayakan kepada pemerintah daerah dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan secara periodik.
hatamen 1



I11.

Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan
kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam periode pelaporan sehingga
memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset,
kewajiban, dan ekuitas dana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk kepentingan
masyarakat.

Transparans

Memberikan informasl keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat
berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahul secara
terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan
ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Keseimbangan Antargeneras (intergenerational equity)

Membantu para pengguna laporan untuk mengetahui apakah penerimaan
Pemerintan Kabupaten Luwu Timur pada periode laporan cukup untuk membiayai
seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generas! yang akan datang
diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan

Pelaporan keuangan pemerintah Kabupaten Luwu Timur menyajikan informasi yang
bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menllai akuntabilitas dan membuat
keputusan baik keputusan ekonomi, soslal, maupun politik dengan :

a. menyedikan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk
membiayai seluruh pengeluaran.

b, menyediakan Informasi mengenai kesesualan cara memperoleh sumber daya
ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan
perundang-undangan.

c. menyediakan Informasi mengenal jumliah sumber daya ekonomi yang digunakan
dalam kegiatan Pemerintahan serta hasil-hasil yang telah dicapai.

d. menyediakan informasi mengenal bagaimana Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya.

e. menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisl Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek
maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak daerah,
retribusi daerah dan pinjaman daerah.

f.  menyediakan informasi mengenal perubahan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan
yang dilakukan selama periode pelaporan.

g. untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, pembiayaan,
aset kewajiban, ekuitas dana dan arus kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

JENIS LAPORAN KEUANGAN

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang pokok terdiri dari

a. Laporan Realisasi Anggaran;

b. Neraca;

c. Laporan Arus Kas; dan

d. Catatan Atas Laporan Keuangan.

Laporan realisasi anggaran pemerintah Kabupaten Luwu Timur merypakan laporan yang
menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola
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V.

V.

-

oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang menggambarkan perbandingan antara
realisasi dan anggarannya dalam satu periode pelaparan.

Neraca Pemerintah Kabupaten Luwu Timur merupakan laporan yang menggambarkan
posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengenai aset, kewajiban, dan
ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Laporan arus kas merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber
penggunaan, dan perubahan kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas pada
tanggal pelaporan.

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci
atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan
arus kas.

Selain laporan keuangan yang pokok tersebut, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat
menyajikan laporan pendukung yang terdiri dari Laporan Kinerja Keuangan Daerah dan
Laporan Perubahan Ekuitas Dana.

ENTITAS PELAPORAN

Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan daerah yang terdirl dari satu atau lebih
entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib
menyampaikan laporan keuangan.

Entitas pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara keseluruhan,
sedangkan entitas akuntansi meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas,
Badan, Kantor dan Lembaga Teknis Daerah lainnya yang dibentuk dengan Peraturan
Daerah.

DASAR HUKUM PELAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diselenggarakan berdasarkan
peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan daerah, antara lain :

8. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur
Keuangan Negara;

b. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan
Tanggungjawab Keuangan Negara;

e. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

f. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Daerah;

g. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan;

h, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

i. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

J.  Peraturan Bupati Luwu Timur Nomor 16 Tahun 2007 tentang Sistem dan Prosedur
Pengelolaan Keuangan Daerah;

ASUMSI DASAR

Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur adalah
anggapan (asumsi) yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa peru dibuktikan agar
kebijakan akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari :
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VII.

d. asumsi kemandirian entitas

Asumsi kemandirian entitas, baik entitas pelaporan maupun entitas akuntansi, berarti
bahwa setiap unit organisasi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai
kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan
antar unit instansi pemerintah dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi
terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk menyusun
anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung
jawab atas pengelolaan aset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan
yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan aset dan
sumber daya dimaksud, utang-piutang yang terjadi akibat putusan entitas, serta
terlaksana tidaknya program yang telah ditetapkan.

b. asumsi kesinambungan entitas

Laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut
keberadaannya. Dengan demikian, pemerintan diasumsikan tidak bermaksud
melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.,

€. asumsi keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement)

Laporan keuangan entitas pelaporan harus menyajikan setiap keglatan yang
diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar
memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

KARAKTERISTIK KUALITATIF LAPORAN KEUANGAN

Karakteristlk kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang periu
diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya, Keempat
karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan
keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

a. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di
dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka
mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan,
serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan
demikian, Informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan
maksud penggunaannya.

Informasi yang relevan :
(a) Memiliki manfaat umpan balik (feedback value)

Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi
ekspektasi mereka di masa lalu.

(b) Memiliki manfaat prediktif (predictive valug)

Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan
datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa Kini.

(¢) Tepat waktu

Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam
pengambilan keputusan;

(d) Lengkap;

Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, yaitu
mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan
keputusan. Informasi yang melatarbelakangl setiap butir informasi utama yang
termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan
dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah. T
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b.

Andal

Informasl dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan
kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi.
Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat
diandalkan maka penggunaan informasl tersebut secara potensial dapat
menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik :

(2) Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang
seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

(b) Dapat Diverifikasi (verifiability)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila
pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap
menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

(c) Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan
pihak tertentu.

Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat
dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan
entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal
dan eksternal. Perbandingan secara intermal dapat dilakukan bila suatu entitas
menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan
secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan
kebijakan akuntansi yang sama. Apabils entitas pemerintah akan menerapkan
kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang
diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

Dapat dipahami.

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna
dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas
pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan
yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya
kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

VIII, PRINSIP AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang
dipahami dan ditaati oleh pembuat standar dalam penyusunan standar akuntansi, oleh
penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan kegiatannya, serta
oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan
keuangan pemerintah :

e papoy

basis akuntansi;

prinsip nilai historis;

prinsip substansi mengungguli bentuk formal;
prinsip periodisitas;

prinsip konsistensi;

prinsip pengungkapan lengkap; dan

prinsip penyajian wajar;

haloman 5



Basis Akuntansi

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur, adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam
Laporan Realisasi Anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan
ekuitas dana dalam neraca.

Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan
pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah, serta belanja
dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari rekening Kas Umum
Daerah. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak menggunakan istilah laba, melainkan
menggunakan sisa (lebih/kurang) pembiayaan anggaran untuk setiap tahun anggaran.
Sisa pembiayaan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan
pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan
dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan
berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, bukan pada saat kas
atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dapat juga menggunakan basis kas untuk
pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta basis akrual untuk aset, kewajiban, dan
ekuitas dana dalam periode tahun anggaran berjalan.

Prinsip Nilai Historis (Historical Cost Principle)

Aset dicatat sebesar jumlah kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan
(consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat
sebesar jumlah kas atau setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi
kewaijiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur.

Penggunaan nilai historis lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena lebih
obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan
nilai wajar aset atau kewajiban terkait.

Prinsip Realisasi (Realization Principle)
Ketersediaan pendapatan daerah yang telah diotorisasikan melalui APBD selama suatu

tahun anggaran akan digunakan untuk membiayai belanja daerah dalam periode tahun
anggaran dimaksud.

Prinsip layak temu biaya-pendapatan (matching-cost against revenue principle) tidak
ditekankan dalam akuntansi pemerintah daerah, sebagaimana dipraktekkan dalam
akuntansi komersial.

Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal (Substance Over Form
Principle)

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta
peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut
harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya
mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak
konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan
dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Periodisitas (Periodicity Principle)

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dibagi
menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan,

Periode utama untuk pelaporan keuangan yang digunakan adalah tahunan. Untuk
kepentingan manajerial dapat menggunakan periode triwulanan ataupun semesteran.

|
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Prinsip Konsistensi ( Consistency Principle)

Perlakuan akuntans| yang sama harus diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode
ke periode oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur (prinsip konsistens internal). Hal ini
tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode
akuntansi yang lain.

Metode akuntansi yang dipakal dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru
diterapkan harus menunjukkan hasil yang lebih balk dari metode yang lama. Pengaruh
dan pertimbangan atas perubahan penerapan metode ini harus diungkapkan dalam
Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Pengungkapan Lengkap (Full Disclosure Principle)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus menyajikan secara lengkap
informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan. Informasi yang dibutuhkan oleh
pengguna laporan dapat ditempatkan pada lembar muka (on the face) laporan keuangan
atau Catatan atas Laporan Keuangan.

Prinsip Penyajian Wajar (Fair Presentation Principle)

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus menyajikan dengan wajar
Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan
Keuangan.

Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan
tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta
tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, Pertimbangan sehat mengandung unsur
kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset
atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi serta kewaijiban dan belanja tidak
dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak
memperkenankan, misalnya pembentukan dana cadangan tersembunyi, sengaja
menetapkan aset atau pendapatan yang terlampau rendah atau sengaja mencatat
kewajiban dan belanja yang terlampau tinggi, sehingga laporan keuangan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur tidak netral dan tidak andal.

KENDALA INFORMASI AKUNTANSI YANG RELEVAN DAN ANDAL

Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keagaan yang tidak
memungkinkan tercapainya kondisi ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi yang
relevan dan andal dalam laporan keuangan pemerintah daerah sebagai akibat adanya
keterbatasan atau karena alasan-alasan tertentu. Tiga hal yang mengakibatkan kendala
dalam mewujudkan informasi akuntansi yang relevan dan andal, yaitu :

a. materialitas;

b. pertimbangan biaya dan manfaat; dan

c. keseimbangan antar karakteristik kualitatif;
a

Materialitas

Laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur walaupun idealnya memuat
segala informasi, tetapi hanya diharuskan memuat informagi yang memenuhi
kriteria materialitas. Informasi dipandang material apabilal kelalaian untuk
mencantumkan atau kesalahan dalam mencatat informasi tersebut dapat
mempengaruhl keputusan pengguna laporan yang dibuat atas dasar informasi dalam
laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur,
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b. Pertimbangan Biaya dan Manfaat

Manfaat yang dihasilkan dari informasli yang di muat dalam laporan keuangan
pemerintah daerah, seharusnya melebihi dari biaya yang diperlukan untuk
penyusunan laporan tersebut. Oleh karena itu, laporan keuangan pemerintah daerah
tidak semestinya menyajikan informasi yang manfaatnya lebih kecil dibandingkan
dengan biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat
merupakan proses pertimbangan yang substansial. Biaya dimaksud juga tidak harus
dipikul oleh pengguna informasi yang menikmati manfaat.

c. Keseimbangan antar Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan antar karakteristik kualitatif diperlukan untuk mencapai suatu
keseimbangan yang tepat di antara berbagai tujuan normatif yang diharapkan
dipenuhi oleh laporan keuangan pemerintah daerah. Kepentingan relatif antar
karakteristik kualitatif dalam berbagai kasus berbeda, terutama antara relevansi dan
keandalan. Penentuan tingkat kepentingan antara dua karakteristik kualitatif tersebut
merupakan masalah pertimbangan profesional.

DEFINISI UNSUR LAPORAN KEUANGAN
Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasl Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber
daya ekonomi vyang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, yang
menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode

pelaporan,

Unsur yang dicakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja,
transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a. Pendapatan adalah semua penerimaan melalui kas daerah yang menambah ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, dan tidak perlu dibayar kemball oleh Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur.

b. Belanja adalah semua pengeluaran melalui kas daerah yang mengurangi ekuitas
dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh
pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

c. Transfer adalah penerimaan uang dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
Sulawesi Selatan maupun dari entitas pelaporan lainnya kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur ataupun pengeluaran uang dari Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi
hasil.

d. Pembiayaan adalah setiap penerimaan vyang perlu dibayar kemball dan/atau
pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan
maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

e. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi.
Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok
pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
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Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset,
kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

Unsur yang dicakup dalam neraca terdirl dari aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Masing-
masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dimana manfaat
ekonomi dan atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam
satuan uang.

b. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur,

c. Ekuitas dana adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang
merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Aset

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut
untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan
operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi
pemerintah.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan
sebagal aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk
dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang
tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan
persediaan.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud
yang digunakan balk langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau
yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi
jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang diadakan dengan maksud untuk
mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu
periode akuntansi. Investasi jangka panjang meliputi investasi non permanen dan
permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara,
penyertaan modal dalam proyek pembangunan, dan investasi non permanen lainnya.
Investasi permanen antara lain penyertaan modal pemerintah dan investasi permanen
lainnya.

Aset tetap meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan
jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi dalam pengerjaan.

Aset non lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset
lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).
Kewajiban

Karakterisitik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunygl kewajiban masa
kini yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di
masa yang akan datang. |

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atmj tanggungjawab
untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain
karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, Iernbaga keuangan,
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entitas pemerintah lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah juga terjadi
karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah atau dengan pemberi
jasa lainnya.

Setiap kewajlban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak
yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikelompokkan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka
panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan
dalam waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban
jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12
(dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Ekuitas Dana
Ekuitas Dana dapat dikelompokkan sebagai berikut:

(3) Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka
pendek.

Ekuitas Dana Lancar Terdiri atas :

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA);

Pendapatan yang Ditangguhkan;

Cadangan Piutang;

Cadangan Persediaan; dan

5. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek;

(b) Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam
aset nonlancar selain dana cadangan, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas Dana Investasi terdiri atas:

1. Diinvestasikan dalam Investas! Jangka Panjang;

2. Diinvestasikan dalam Aset Tetap;

3. Diinvestasikan dalam Aset Tetap Lainnya; dan

4. Dana yang Harus Disediakan untuk Utang Jangka Panjang;

(c) Ekuitas Dana Cadangan mencerminkan kekayaan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
yang dicadangkan untuk tujuan yang telah ditentukan sebelumnya sesuai peraturan
perundang-undangan.

Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang
berhubungan dengan Ekuitas Dana Dicadangkan antara lain :

1. Peruntukan, batasan dan jenis investasi dana cadangan.
2. Jenis ekuitas dana cadangan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Sl ol ol

Laporan Arus kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional,
investasi aset non keuangan, pembiayaan, dan transaksi non anggaran Yyang
menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akl’lir kas Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur selama periode tertentu.

Unsur yang dicakup oleh laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas.
Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut :

a, Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke kas daerah.
b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari kas daerah.
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Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang
tertera dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Catatan atas
Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang
dipergunakan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan informasl lain yang
diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan
serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan
keuangan secara wajar.

Catatan Atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagal berikut :

a. menyajikan informasi tentang ekonomi makro, kebijakan fiskal/keuangan dan
pencapaian target Perda APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapl dalam
pencapaian target;

b. menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja selama tahun pelaporan;

€. menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-
kebijakan akuntansi yang dipillh untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan
kejadian-kejadian penting lainnya;

d. menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang
tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan;

PENGAKUAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan
suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian
yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan
pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan pemerintah daerah,
Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap |pI}5FpDS laporan
keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait, .

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui

yaitu :

a. ‘terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau
peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam eptitas pemerintah
yang bersangkutan; i

b. kejadian atau peristiwa tersebut mempunyal nilai atau biaya yang dapat diukur atau
dapat diestimasi dengan andai;

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu
mempertimbangkan aspek materialitas.

Probabilitas Manfaat Ekonomi

Dalam kriteria pengakuan pendapatan, konsep probabllitas digunakan dalam pengertian
derajat kepastian bahwa manfaat ekonomi masa depan yang berkaitan dengan pos atau
kejadian/peristiwa tersebut akan mengalir dari atau ke Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur. Konsep ini diperlukan dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan operasional
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur., Pengkajian derajat kepastian yang melekat dalam
arus manfaat ekonomi masa depan dilakukan atas dasar bukti yang dapat diperoleh pada
saat penyusunan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, |

Keandalan Pengukuran

Kriteria pengakuan pada umumnya didasarkan pada nilai uang akibat peristiwa atau
kejadian yang dapat diandalkan pengukurannya. Namun adakalanya pengakuan
didasarkan pada hasil estimasi yang layak. Apabila pengukuran berdasarkan dan estimasi
yang layak tidak mungkin dilakukan, maka pengakuan transaksi idemikian cukup
diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
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Penundaan pengakuan suatu pos atau kejadian dapat terjadi apabila kriteria perigakuan
baru terpenuhi setelah terjadi atau tidak terjadi peristiwa atau keadaan lain di masa
mendatang.

Pengakuan Aset

Aset diakui jika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh atau dilepas oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur
dengan andal.

Aset diakul pada saat diterima atau diserahkan hak kepemillkannya dan/atau pada saat
penguasaannya berpindah. Aset dalam bentuk kas yang diperoleh Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur antara lain bersumber dari pajak daerah, retribusi, pungutan hasil
pemanfaatan kekayaan daerah dan setoran lain-lain, serta penerimaan pembiayaan,
seperti hasil pinjaman. Proses pemungutan setiap unsur penerimaan tersebut sangat
beragam dan melibatkan banyak pihak atau instansi. Dengan demikian, titik pengakuan
penerimaan kas oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur untuk mendapatkan pengakuan
akuntansi memerlukan pengaturan yang lebih rinci, termasuk pengaturan mengenai
batasan waktu sejak uang di terima sampal, penyetorannya ke kas daerah. Aset tidak
diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin
diperoleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur setelah periode akuntansi berjalan.

Pengakuan Kewajiban

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya yang
mengandung manfaat ekonomi akan dilakukan atau telah dilakukan untuk menyelesalkan
kewaijiban yang ada sekarang, dan perubahan atas kewajlban tersebut mempunyai nilai
penyelesalan yang dapat dlukur dengan andal.

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima atau pada saat kewajiban timbul.

Pengakuan Pendapatan

Pendapatan menurut basls kas dlakul dalam pericde tahun anggaran berjalan pada saat
kas diterima di kas daerah. Pada akhir periode akuntansi, pendapatan cl‘akui berdasarkan
jumiah pendapatan yang telah menjadi hak, yang sampail dengan akhir periode akuntansi
bersangkutan belum ada realisasi penerimaan kas.

Pengakuan Belanja

Belanja menurut basis kas diakui dalam periode tahun anggaran berjalan pada saat kas
dikeluarkan dari kas daerah. Khusus untuk belanja dan telah dipertanggungjawabkan
(diSPJ-kan). Pada akhir periode akuntansi, belanja diakul berdasarkan jumlah belanja
yang telah menjadi kewajlban, yang sampai dengan akhir periode akuntans
bersangkutan belum ada realisasi pengeluaran kas.

PENGUKURAN UNSUR LAPORAN KEUANGAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakul dan memasukkan setiap
pos dalam laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan pemerintah daerah n‘nfenggunakan nilai
perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dT'ri imbalan yang
diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar jumlah yang diterima sebagai penukar dar| kewajiban, atau
nilai sekarang dari jumlah kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk menyelesaikan
kewajiban tersebut.
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Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang Rupiah. Transaksl yang
» menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (kurs tengah Bank
Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang Rupiah.

XIII. PENGUNGKAPAN LAPORAN KEUANGAN

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus mengungkapkan hal-hal yang belum
diinformasikan dalam bagian manapun dari laporan keuangan, seperti ;

a. domisili dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiks! tempat entitas beroperasi;
b. penjelasan mengenai sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya; dan
c. ketentuan perundang-undangan yang menjadi landasan keglatan operasionalnya.

BAGIAN KEDUA
PENJELASAN RINCI ATAS PENYAJIAN LAPORAN KEUANGAN

. Laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis kas
untuk pengakuan pos-pos pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan, serta basis
akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan yang dimaksudkan untuk
memenuhi kebutuhan pengguna. Yang dimaksud dengan pengguna adalah masyarakat
Kabupaten Luwu Timur, legislatif, lembaga pemeriksa/pengawas fungsjonal, pihak yang
memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman, serta Pemerintah
Pusat. Laporan keuvangan meliputi Neraca, Laporan Reallsasi Anggaran, Laporan Arus Kas
serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

A. POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengenai
aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.
Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut:

a) kas dan setara kas;
. b) investasi jangka pendek;
- ¢) piutang pajak dan bukan pajak;
d) persediaan;
e) investasi jangka panjanag;
f) aset tetap;
g) kewajiban jangka pendek;
h) kewajiban jangka panjang; dan
i) ekuitas dana;
I. Asetlancar
Aktiva lancar adalah sumber daya ekonomis yang diharapkan| dapat dicairkan

menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam satu periode akuntansi. Suatu aset
diklasifikasikan sebagai aset lancar jika :

a) diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki uptuk dijual dalam
waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau

b) berupa kas dan setara kas.
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Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), dikiasifikasikan sebagai aset
» honlancar. Aset lancar meliputi :

1.1

1.2

13

Kas dan setara Kas

Kas adalah alat pembayaran sah yang setiap saat dapat digunakan untuk
membiayai kegiatan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Kas di Kas Daerah
merupakan saldo kas Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang berada di rekening
Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
sesuai ketentuan yang berlaku.

Kas dinyatakan dalam nilai rupiah, apabila terdapat kas dalam valuta asing maka
harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal
transaksi.

Pada akhir tahun, kas dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan
kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Kas di Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (Sisa Uang Persediaan)

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa kas (uang tunai dan simpanan di
bank) yang belum dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sampai
akhir tahun anggaran berjalan.

Kas di Bendahara Penerimaan adalah sisa Kas yang belum disetor oleh Bendahara
Penerimaan atas penerimaan daerah sampai akhir tahun anggaran berjalan.

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran dinilai sebagal sisa UUDP dan Saldo Kas di
Bendahara Penerimaan dinilai sebagai piutang penerimaan,.

Investasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek merupakan investasi yang dapat segera dicairkan
(dikonversi) menjadi Kas dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas)
bulan atau kurang.

Investasl jangka pendek harus memenuhi karakteristik sebagai berikut :
a) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;

b) Investasi tersebut ditujukan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah
dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas;

€) Berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek, antara lain
terdiri atas :

a) Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dan atau yang dapat
diperpanjang secara otomatis (revolving deposits);

b) Pembellan Surat Utang Negara (SUN) pemerintah jangka pendek oleh
pemerintah pusat maupun daerah dan pembelian Sertifikat Bank Indonesia
(SBI).

Pengeluaran untuk perolehan investasl jangka pendek diakui sebagai pengeluaran

kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi

anggararn.

Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi
jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi
harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank
dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa blaya perolehan,
maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investas| pada tanggal perolehannya yaitu
sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang
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1.4

1.5

diserahkan atau nilal wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi
tersebut.

Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito
jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Hasil investasi yang diperoleh darl investasi jangka pendek, antara lain berupa
bunga deposito, bunga obligasi dan deviden tunai (cash dividend) dicatat sebagai
pendapatan.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak
karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas
pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi
anggaran.

Piutang

Piutang merupakan hak atau klaim kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat
dijadikan kas dalam satu periode akuntansi.

Piutang terdiri atas : bagian lancar tagihan penjualan angsuran, piutang pajak
daerah, piutang retribusi, dan piutang lain-lain.

Piutang diakul pada akhir periode akuntansi sebesar jumlah kas yang akan diterima
dan jumlah pembiayaan yang telah diakui dalam periode berialan.

Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan
barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibell dap disimpan untuk
digunakan, misalnya barang pakal habis seperti alat tulis kantor, obat-obatan,
barang tak pakai habis seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas
pakal seperti komponen bekas.

Dalam hal pemerintah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang
digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat
pertanian.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh
pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan
andal,

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/ atau
kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan Wasil inventarisasi
fisik.

Persediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola dan
dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk kontruksi dalam pengerjaan, tidak

dimasukkan sebagai persediaan.

Persediaan disajikan sebesar : |

(a) Biaya perolehan apabila dipercleh dengan pembelian;

(b) Biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(c) Nilai wajar, apablla diperoleh dengan cara lainnya seperti dcnarlframpasan;
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11.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya
penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada
perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi
biaya perolehan.

Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir
diperoleh.

Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual,
seperti pita cukai, dinilai dengan biaya perolehan terakhir,

Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan
yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis
berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja
dan anggaran.

Persediaan hewan dan tanaman vyang dikembangbiakkan dinilal dengan
menggunakan nilai wajar.

Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilal tukar aset atau penyelesalan kewajiban
antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar.

Investasi Jangka Panjang

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih
darl 12 (dua belas) bulan.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu
permanen dan nonpermanen. Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang
yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan, sedangkan Investas
Nonpermanen adalah investasl jangka panjang yang dimaksudKan untuk dimiliki
secara tidak berkelanjutan.

Pengertian berkelanjutan adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki terus
menerus tanpa ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali. Sedangkan
pengertian tidak berkelanjutan adalah kepemilikan investasl yang berjangka waktu
lebih dari 12 (dua belas) bulan, dimaksudkan untuk tidak dimillki terus menerus
atau ada niat untuk memperjualbelikan atau menarik kembali.

Investasi permanen vang dilakukan oleh pemerintah adalah investasi yang tidak
dimaksudkan untuk diperjualbelikan, tetapi untuk mendapatkan deviden dan/atau
pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang dan/atau menjaga hubungan
kelembagaan. Investasi permanen Ini dapat berupa :

(a) Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan
internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;

(b) Investasi permanen lainnya yang dimiliki cleh pemerintah untuk menghasilkan
pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;

Investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara |lain dapat berupa :

(a) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang difmaksudkan untuk
dimlliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintgh;

(b) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapatidialihkan kepada
pihak ketiga;

(c) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti
bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;

(d) Investasi non permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki
pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yeng dimaksudkan
untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian;
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Penyertaan modal pemerintah dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu
perseroan terbatas dan non surat berharga yaitu kepemilikan modal bukan dalam
bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Investasl permanen lainnya merupakan bentuk Investasi yang tidak bisa
dimasukkan ke penyertaan modal, surat obligasi jangka panjang yang dibeli oleh
pemerintah daerah, dan penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat
dialihkan kepada pihak ketiga.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investas apabila memenuhi
salah satu kriteria :

(a) Kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa pontensial di
masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh
pemerintah;

(b) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai
(reliable);

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran
pembiayaan.

Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria
pengakuan investasi, Pemerintah Kabupaten Luwu Timur perlu mengkaji tingkat
kepastian mengalirya manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial
dimasa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tefsedia pada saat
pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat
ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan
suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaatidart aset tersebut
dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. -

Kriteria pengakuan investasl sebagaimana dinyatakan pada poin (b) di atas,
biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi perfukaran at% pembelian yang
didukung dengan bukti yang menyatakan/mengidentifikasikan bigya perolehannya.
Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukanaElerdaﬂarkan biaya
perolehannya atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus
yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digungkan.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal
pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga rt’ransaksi investasi
itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka pr:rmehan investasi
tersebut. :

Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang
dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar
nilai perolehannya. Sedangkan investasi dalam bentuk dana talangan untuk
penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang
dapat direalisasikan.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal |di proyek-proyek
pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar blaya pembangunan
termasuk blaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan| biaya lain yang
dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampal proyek tersebut diserahkan
ke pihak ketiga.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka
nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya pgrolehan, atau nilai
wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah
dengan menggunakan nilal tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada
tanggal transaksi.

halaman 17




Penilaian investasi jangka panjang dilakukan dengan tiga metode yaitu :
a) Metode biaya;

Dengan menggunakan metode blaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan.
Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima
dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum
yvang terkait.

b) Metode ekuitas;

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah mencatat investasi awal
sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangl sebesar bagian laba atau
rugi pemerintah setelah tanggal perolehan. Bagian laba kecuali deviden dalam
bentuk saham vyang diterima pemerintah akan mengurangi nilai investasi
pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagal pendapatan.

Penyesualan terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi
kepemilikan Investasi pemerintah, misalnya adanya perubahan yang timbul
akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan;

Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk
kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan ketiga metode di atas didasarkan pada kriteria sebagal berikut :
(a) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

(b) Kepemilikan 20% sampal 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi
memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

(c) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;

(d) Kepemilikan bersifat non permanen menggunakan metode nilai bersih yang
direalisasikan.

Dalam kondis| tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham bukan
merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian
investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (the degree of
influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee, Ciri-ciri adanya
pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain :

(a) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
(b) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;

(¢) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan
investee; dan

(d) Kemampuan untuk mengendalikan mayontas suara dalam rapat/pertemuan
dewan direksi;

Hasil investasi berupa deviden tunai yang diperoleh dari penyertaan modal
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur yang pencatatannya menggunakan metode
blaya, dicatat sebagai pendapatan hasll investasi. Sedangkan apahila menggunakan
metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicacat sebagal
pendapatan hasil investasi, Kecuali untuk deviden dalam bentuk saham yang
diterima akan menambah nilal investasi pemerintah dan ekuitas dana yang
diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak
karena peraturan pemerintah dan lain sebagainya.

halarman 18



III.

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagal penerimaan
pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah
dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap total
jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah.

Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen menjadi
investasi jangka pendek, Aset Tetap, Aset Lain-lain dan sebaliknya.

Aset Tetap
Definisi

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum.

Tidak termasuk dalam definisi aset tetap adalah aset yang dikuasai untuk
dikonsumsi dalam operasi pemerintah, seperti bahan (materials) dan perlengkapan
(supplies).

Aset tetap dapat diperoleh dari dana yang bersumber darl sebagian atau seluruh
APBD melalui pembelian, pembangunan, donasi dan pertukaran dengan aset
lainnya.

Klasifikasi

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam
aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan :

(a) Tanah;

(b) Peralatan dan Mesin;

(c) Gedung dan Bangunan;

(d) lJalan, Irigasi, dan Jaringan;

(e) Aset Tetap Lainnya; dan

(F) Konstruksi dalam Pengerjaan;

Tanah yang dikelompokkan sebagal aset tetap ialah tanah yang diperoleh
dengan maksud untuk dipakal dalam kegiatan operasional pemerintah dan
dalam kondisi siap dipakai.

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang
diperoleh dengan maksud untuk dipakal dalam kegiatan operasional pemerintah
dan dalam kondisi siap dipakai.

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat
elektonik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya
signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam
kondisi siap pakal.

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, Irigasi, dan jaringan yang dibangun
cleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur dan dalam kondisi siap dipakai.

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke
dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk
kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondis! slap dipakal.

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses
pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai
seluruhnya.
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Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Kriteria

Untuk dapat diakul sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi
kriteria :

(a) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
(b) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;

(c) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
(d) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
(e) Memenuhi ketentuan batas nilai materialitas;

Dalam menentukan apakah suatu pos mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomik masa depan yang
dapat diberikan oleh pos tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi
kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran
pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur.

Manfaat ekonomi masa yang akan datang akan mengalir ke suatu entitas
dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima
risiko terkait. Kepastian inl biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko
telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini tetjadi, perolehan aset tidak
dapat diakui.

Batasan nilai minimal kapitalisasi aset tetap (capitalization trashold) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati,

Pengukuran

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal biasanya dipenuhi bila terdapat
transaksi pertukaran dengan bukti pembelian aset tetap yang mengidentifikasikan
biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu
pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak
eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan bakuy, |tenaga kerja dan
biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk cﬁgunakari oleh pemerintah
dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual.

Pengakuan aset tetap akan sangat andal blla aset tetap telph diterima atau
diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaann*?a berpindah.

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa
telah terjadl perpindahan hak kepemillkan dan/atau penguasaan secara hukum,
misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan Bermotor, Apabila
perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hL%um dikarenakan
masih adanya suatu proses administrasi yang dinaruskan, sepertj pembelian tanah
yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya
di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat
bukti bahwa penguasaan atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah
terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik
sebelumnya.

Penilaian

Aset tetap dinilai dengan biaya perclehan. Apablla penilaian aset tetap dengan
menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka |nilai aset tetap
didasarkan pada nilai wajar pada saat perclehan.
hataman 20




Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya
langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk
biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan,
dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap
tersebut.

Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri darl harga belinya atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung
dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat
bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan
ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan
perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan,

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalul pertukaran atau pertukaran sebagian
aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Blaya dari pos semacam itu diukur
berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh yaitu nilai ekuivalen atas nilal tercatat
aset yang dilepas setelah disesualkan dengan jumlah setiap kas atau setara kas
yang ditransfer/diserahkan.

Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa
yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilal wajar yang serupa. Suatu
aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang
serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui
dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru dipercleh dicatat sebesar nilai tercatat
{(carrying amount) atas aset yang dilepas.

Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu
pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas.

Dalam kondisi seperti ini, aset yang dilepas harus diturun-nilaibukukan (written
down) dan nilal setelah diturun-nilai-bukukan (written dowri) tersebut merupakan
nilai aset yang diterima. Contoh dar pertukaran atas aset yang serupa termasuk
pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus dan kapal terbang. Apabila
terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini
mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Donasi

Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai
wajar pada saat perolehan.

Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset
tetap ke satu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan
bangunan yang dimllikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah tanpa
persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila
didukung dengan bukti perpindahan kepemillkannya secara hukum, seperti adanya
akta hibah.

Tidak termasuk perolehan aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut
dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai
contoh, satu perusahaan swasta membangun aset tetap uptuk Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur dengan persyaratan kewajibannya kepada Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut
harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka
perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan jumlah
yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi anggaran.
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Pengeluaran Modal (Capital Expenditure)

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa
manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomik di masa yang
akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar
kinerja, dikapitalisasi dalam nilai aset yang bersangkutan dengan ketentuan
sebagai berikut :

(a) Menambah umur manfaat aset yang bersangkutan lebih dari satu periode
akuntansi;

(b) Nilai penambahan/perbaikan yang dapat dikapitalisasi ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Daerah;

Dalam hal tambahan pengeluaran untuk suatu aset tetap tidak memenuhi dua
kriteria tersebut, maka pengeluaran tersebut tidak dapat dikapitalisir ke dalam nilai
aset tetap tersebut melainkan diakui sebagai belanja yang mengurangi nilai aset
bersih Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur belum menerapkan ketentuan penyusutan aset
tetap sebagaimana dimaksud dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan
Nomor 7 tentang Akuntansi Aset Tetap, paragraf 53 sampai dengan paragraf 57.

Revaluasi Aset Tetap

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak memperkenankan penilaian kembali atau
revaluasi atas aset tetap, karena penilaian atas aset didasarkan pada nilai
perolehan ataupun nilai pertukaran.

Aset Bersejarah

Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan kepentingan
budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah bangunan
bersejarah, monumen, tempat-tempat purbakala (archaeological sites) sepert
candi, dan karya seni (works of art) Beberapa karakteristik yang dianggap
sebagai ciri khas aset bersejarah :

(a) Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin secara
penuh dilambangkan dengan nilal keuangan berdasarkan harga pasar,

(b) Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat
pelepasannya untuk dijual;

(c) Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu
berjalan walaupun kondisi fisiknya semakin menurun;

(d) Sulit untuk mengestimasikan masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat
mencapai ratusan tahun;

Aset bersejarah blasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang te
terbatas. Aset bersejarah biasanya dibuktikan dengan peraturan perundar
undangan yang berlaku,

Pemerintah Daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang dipe’
selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pemt
donasl, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini jarang dikuasai dikar
alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, da
mempunyal masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untu'
tersebut. sl

Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumiah gan
yang dimiliki atau jumiah unit monumen, dalam Catatan atas Lapore
dengan tanpa nilai.
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Biaya untuk perolehan, konstruksi, peningkatan, rekonstruksi harus dibebankan
sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran tersebut. Biaya tersebut termasuk
seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam
kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensl manfaat lainnya kepada
pemerintah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah
digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus tersebut, aset ini akan
diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

Untuk aset bersejarah lzinnya, potensi manfaatnya terbatas pada karakteristik
sejarahnya, sebagal contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap

Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara
permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang
akan datang.

Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari
Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerinteh daerah tidak
memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai
dengan nilai tercatatnya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses
pembangunan. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan
mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya
yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu
periode waktu tertentu dan belum selesai, Perolehan melalui kpntrak konstruksi
pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu
perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Perjgerjaan jika :

(a) besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang
berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(b) biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
(c) aset tersebut masih dalam proses pengerjaan;

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan
digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat
dalam jangka panjang dan oleh karenanya dikiasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan
jika kriteria berikut ini terpenuhi :

(a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
(b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan
setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan
sesuai dengan tujuan perolehannya.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :
(a) biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

{b) biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umurmnya dan dapat
dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
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(c) biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang
bersangkutan;

Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan suatu kegiatan konstruksi antara
lain meliputi :

(a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyedia;
(b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;

(c) Blaya pemindahan sarana, peralatan, dan bahan-bahan dari dan ke lokasi
pelaksanaan konstruksi;

(d) Biaya penyewaan sarana dan peralatan;

(e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan konstruksi;

Biaya-biaya yang dapat diatribusikan ke kegiatan konstruksi pada umumnya dan
dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu meliputi :

(a) Asuransi;

(b) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang tidak secara langsung berhubungan
dengan konstruksi tertentu;

(c) Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasikan untuk kegiatan konstruksi yang
bersangkutan seperti biaya inspeksi. Biaya semacam itu dialokasikan dengan
menggunakan metode yang sistematis dan rasional dan diterapkan secara
konsisten pada semua biaya yang mempunyai karakteristik yang sama.
Metode alokasi biaya yang dianjurkan adalah metode rata- ratp tertimbang atas
dasar proporsi biaya langsung,

Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kuntrak konstruksi
meliputi :
|

(a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor SEhubungqn dengan tingkat
penyelesaian pekerjaan;

(b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan
pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan
pelaksanaan kantrak konstruksi;

Kontraktor meliputi kontraktor utama dan subkontraktor. Pembayaran atas kontrak
konstruksi pada umumnya dilakukan secara bertahap (termin) berdasarkan tingkat
penyelesaian yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi., Setiap pembayaran yang
dilakukan dicatat sebagai penambah nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Klaim dapat timbul, umpamanya, dari keterlambatan yang disebabkan oleh
pemberi kerja, kesalahan dalam spesifikasi atau rancangan dan perselisihan
penyimpangan dalam pengerjaan kontrak.

Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama
masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya
tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan
dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi. Jumlah biaya
pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumliah I:-iahra bunga yang
dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh
dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode vyang bersangkutan
dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang
atas total pengeluaran biaya konstruksi.
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Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan
oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya pinjaman yang dibayarkan
selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.

Pemberhentian sementara pekerjaan kontrak konstruksi dapat terjadi karena
beberapa hal seperti kondisi force majeur atau adanya campur tangan dari
pemberl kerja atau pihak vyang berwenang karena berbagai hal. Jika
pemberhentian tersebut dikarenakan adanya campur tangan dari pemberi kerja
atau pihak yang berwenang, biaya pinjaman selama pemberhentian sementara
dikapitalisasi. Sebaliknya jika pemberhentian sementara karena kondisi force
majeur, biaya pinjaman tidak dikapitalisasi tetapi dicatat sebagai biaya bunga pada
periode yang bersangkutan.

Kontrak konstruksi vyang mencakup beberapa jenis pekeriagan yang
penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang
sudah selesai tidak diperhitungkan biaya pinjaman. Biaya pinjaman hanya
dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

Suatu kontrak konstruksi dapat mencakup beberapa jenis aset yang masing-
masing dapat diidentifikasi. Jika jenis-jenis pekerjaan tersebut diselesaikan pada
titik waktu yang berlainan maka biaya pinjaman yang dikapitalisasi hanya biaya
pinjaman untuk bagian kontrak konstruksi atau jenis pekegfan yang belum
selesai. Bagian pekerjaan yang telah diselesatkan tidak diperhitungkan lagi biaya
pinjaman.

Kontrak konstruksi pada umumnya memuat ketentuan tentang retensi. Misalnya,
termin yang masih ditahan cleh pemberi kerja selama masa pemeliharaan. Jumiah
retensi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset dapat dibiayai darl sumber dana tertentu. Pencantuman sumber dana
dimaksudkan memberi gambaran sumber dana dan penyerapannya Ssampai
tanggal tertentu.

Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur.

Setiap entitas pelaporan mengungkapkan setiap pos kewajiban yang mencakup
jumlah-jumiah yang diharapkan akan diselesaikan dalam wakty 12 (dua belas)
bulan dan lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Informasi tentang tanggal jatuh tempo kewajiban keuangan bermanfaat untuk
menilai likuiditas dan solvabilitas suatu entitas pelaporan, Informasi tentang tanggal
penyelesaian kewajiban seperti utang ke pihak ketiga dan utang bunga juga
bermanfaat untuk mengetahul kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka
pendek atau jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewaijiban jangka pendek jika diharapkan
dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua
kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset
lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang rransfa;fipemeﬁntah atau
utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar
dalam tahun pelaporan berikutnya. |

Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu
12 {dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang
jangka pendek darl pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PPK), dan bagian
lancar utang jangka panjang.

halaman 25



Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya,
meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12
(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika :

(a) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(b) entitas bermaksud untuk mendanal kembali (refinance) kewajiban tersebut atas
dasar jangka panjang; dan

(c) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali
(refinancing), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang
diselesalkan sebelum laporan keuangan disetujui;

Jumlah setiap kewajiban yang dikeluarkan dari kewajiban jangka pendek sesuai
dengan paragraf di atas, bersama-sama dengan informasi yang mendukung
penyajian ini, diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beberapa kewajiban yang jatuh tempo untuk dilunasi pada tahun berikutnya
mungkin diharapkan dapat didanai kembali (refinancing) atau digulirkan (roll over)
berdasarkan kebijakan entitas pelaporan dan diharapkan tidak akan segera
menyerap dana entitas. Kewajiban yang demikian dipertimbangkan untuk menjadi
suatu bagian dari pembiayaan jangka panjang dan diklasifikasikan sebagai
kewajiban jangka panjang. Namun dalam situasi di mana kebifakan pendanaan
kembali tidak berada pada entitas (seperti dalam kasus tidak adanya persetujuan
pendanaan kembali), pendanaan kembali ini tidak dapat dipertimbangkan secara
otomatis dan kewajiban ini diklasifikasikan sebagai pos jangka pendek kecuali
penyelesaian atas perjanjian pendanaan kembali sebelum persetujuan laporan
keuangan membuktikan bahwa substansi kewajiban pada tanggal pelaporan adalah
jangka panjang.

Beberapa perjanjian pinjaman menyertakan persyaratan tertentu (covenant) yang
menyebabkan kewajiban jangka panjang menjadi kewajiban| jangka pendek
(payable on demand) jika persyaratan tertentu yang terkait dengan posisi keuangan
peminjam dilanggar. Dalam keadaan demikian, kewajiban dapat diklasifikasikan
sebagal kewajiban jangka panjang.

hanya jika :

(a) pemberi pinjaman telah menyetujui untuk tidak meminta pelunasan sebagai
konsekuensi adanya pelanggaran, dan

(b) terdapat jaminan bahwa tidak akan terjadi pelanggaran berikutnya dalam waktu
12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;

Pelaporan keuangan untuk tujuan umum harus menyajikan kewaiiban yang diakui
jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan
atau telah dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat ini, dan
perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesadian yang dapat
diukur dengan andal.

Keberadaan peristiwa masa lalu (dalam hal ini meliputi transaksi) sangat penting
dalam pengakuan kewajiban. Suatu peristiwa adalah terjadinya suatu konsekuensi
keuangan terhadap suatu entitas. Suatu peristiwa mungkin dapat berupa suatu
kejadian internal dalam suatu entitas sepertl perubahan bahan baku menjadi suatu
produk, ataupun dapat berupa kejadian eksternal yang melibatkan interaksi antara
suatu entitas dengan lingkungannya seperti transaksi dengan entitas lain, bencana
alam, pencurian, perusakan, kerusakan karena ketidaksengajaan.

Suatu transaksi melibatkan transfer sesuatu yang mempunyai nilai. Transaksi
mungkin berupa transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran. Pembedaan
antara transaksi dengan pertukaran dan tanpa pertukaran sangat penting untuk
menentukan titik pengakuan kewajiban.
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Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban
timbul,

Kewajiban dapat timbul dari :
(a) transaksi dengan pertukaran (exchange transactions);

(b) transaksi tanpa pertukaran (non-exchange transactions), sesuai hukum yang
berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat
tanggal pelaporan;

(c) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah {government-related events);
(d) kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged avents);

Suatu transaksi dengan pertukaran timbul ketika masing-masing pihak dalam
transaksl tersebut mengorbankan dan menerima suatu nilai sebagai gantinya.
Terdapat dua arus timbal bafik atas sumber daya atau janji untuk menyediakan
sumber daya. Dalam transaksl dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika satu
pihak menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau
sumber daya lain di masa depan.

Satu contoh dari transaksi dengan pertukaran adalah saat pegawai pemerintah
memberikan jasa sebagal penukar/ganti dari kompensasi yang diperolehnya vang
terdiri darl gaji dan manfaat pegawai lainnya. Suatu transaksi pertukaran timbul
karena kedua belah pihak (pemberi kerja dan penerima kerja) menerima dan
mengorbankan suatu nilai. Kewajiban kompensasi meliputi gaji yang belum dibayar
dan jasa telah diserahkan dan biaya manfaat pegawai lainnya yang berhubungan
dengan jasa periode berjalan.

Suatu transaksi tanpa pertukaran timbul ketlka satu pihak dalam suatu transaksi
menerima nilal tanpa secara langsung memberikan atau menjanjikan nilai sebagai
gantinya. Hanya ada satu arah arus sumber daya atau janji. Untuk transaksi tanpa
pertukaran, suatu kewajiban harus diakui atas jumlah terutang yanpg belum dibayar
pada tanggal pelaporan.

Beberapa jenis hibah dan program bantuan umum dan khusus kepada entitas
pelaporan lainnya merupakan transaksi tanpa perlukaran. Ketika pemerintah pusat
membuat program pemindahan kepemilikan atau memberikan hibah atau
mengalokasikan dananya ke Pemerintah Kabupaten Luwu Tirmur, persyaratan
pembayaran ditentukan oleh peraturan dan hukum yang ada dan bukan melalul
transaksi dengan pertukaran.

Kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah adalah kejadian yang tidak didasari
transaksi namun berdasarkan adanya interaksl antara Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur dan lingkungannya. Kejadian tersebut mungkin berada di luar kendali
pemerintah, Secara umum suatu kewajiban diakui, dalam hubungannya dengan
kejadian yang berkaitan dengan Pemerintah, dengan basis yang sama dengan
kejadian yang timbul dari transaks! dengan pertukaran.

Pada saat Pemerintah Kabupaten Luwu Timur secara tidak sengaja menyebabkan
kerusakan pada kepemilikan pribadi maka kejadian tersebut menciptakan kewajiban
saat timbulnya kejadian tersebut sepanjang hukum yang berlaku dan kebijakan
yang ada memungkinkan bahwa pemerintah akan membayar kerusakan dan
sepanjang jumlah pembayarannya dapat diestimasi dengan andal.| Contoh kejadian
ini adalah kerusakan tak sengaja terhadap kepemilikan pribadi yang disebabkan
pelaksanaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Luwu [Timur.

Kejadian yang diakul Pemerintah adalah kejadian-kejadian yang tidak didasarkan
pada transaksi namun kejadian tersebut mempunyal kensekuensi keuangan bagi
pemerintah karena pemerintah memutuskan untuk merespon kejadian tersebut.
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur bertanggung jawab menyediakan kesejahteraan
publik. Untuk itu Pemerintah Kabupaten Luwu Timur diasumsiTan bertanggung
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jawab terhadap satu kejadian yang sebelumnya tidak diatur dalam peraturan formal
yang ada. Konsekuensinya, biaya yang timbul dari berbagai kejadian, yang
disebabkan oleh entitas non pemerintah dan bencana alam, pada akhirnya menjadi
tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Luwu Timur. Namun demikian biaya-biaya
tersebut belum dapat memenuhi definisi kewajiban sampai Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur secara formal mengakuinya sebagai tanggungjawab keuangan
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur atas biaya yang timbul sehubungan dengan
kejadian tersebut dan telah terjadinya transaksi dengan pertukaran atau tanpa
pertukaran.

Dengan kata Pemerintah Kabupaten Luwu Timur baru mengakyl kewajiban dan
biaya untuk kondisl tersebut ketika memenuhi dua kriteria berikut : (1) telah
disetujui DPRD atau mengotorisasi sumber daya yang akan digunakan, (2) transaksi
dengan pertukaran timbul (misalnya saat kontraktor melakukan perbaikan) atau
jumlah transaksi tanpa pertukaran belum dibayar pada tanggal pelaporan (misalnya
pembayaran langsung ke korban bencana).

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing
dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing
menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban Pemaerintah Kabupaten
Luwu Timur pada saat pertama kall transaksi berlangsung seperti nilai yang tertera
pada lembar surat utang pemerintah. Aliran ekonomi setelahnya, seperti transaksi
pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs yaluta asing, dan
perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan
menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Penggunaan nilai nominal dalam menilai kewajiban mengikuti karakteristik dari
masing-rmasing pos.

Tunggakan Kewajiban I

Tunggakan didefinisikan sebagai jumiah tagihan yang telah jatyh tempo namun
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur tidak mampu untuk memhalyrar jumlah pokok
danfatau bunganya sesual jadwal. Beberapa jenis utang pemerintah mungkin
mempunyal waktu jatuh tempo sesual jadwal pada satu tanggal atau serial tanggal
saat debitur diwajibkan untuk melakukan pembayaran kepada kreditur.

Jumlah tunggakan atas pinjaman Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus
disajikan dalam bentuk Daftar Umur (aging schedule) Kreditur ppda Catatan atas
Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan kewajiban.

Untuk kepertuan tersebut, informasi tunggakan diungkapkan didalam Catatan atas
Laporan Keuangan dalam bentuk Daftar Umur Utang.

Restrukturisasi Utang

Dalam restrukturisasi utang melalul modifikasi persyaratan utang, debitur harus
mencatat dampak restrukturisasl secara prospektif sejak saat restrukturisasi
dilaksanakan dan tidak  boleh mengubah nilai tercatat utang pada saat
restrukturisasi kecuali jika nilai tercatat tersebut melebihl jumlah|pembayaran kas
masa depan yang ditetapkan dengan persyaratan baru. Informasi jrestrukturisasi ini
harus diungkapkan pada Catatan atas Laporan Keuangan | sebagal bagian
pengungkapan darl pos kewajiban yang terkait.

Jumlah bunga harus dihitung dengan menggunakan tingkat bunga efektif konstan
dikalikan dengan nilai tercatat utang pada awal setiap peripde antara saat
restrukturisasi sampai dengan saat jatuh tempo. Tingkat bunga pfektif yang baru
adalah sebesar tingkat diskonto yang dapat menyamakan nffai tunai jumlah
pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam persyaratan baru
(tidak temasuk utang kontinjen) dengan nilai tercatat. Berdasarkan tingkat bunga
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efektif yang baru akan dapat menghasilkan jadwal pembayaran yang baru dimulai
dari saat restrukturisasi sampai dengan jatuh tempo.

Informasi mengenai tingkat bunga efektif yang lama dan yang baru harus disajikan
pada Catatan atas Laporan Keuangan .

Jika jumlah pembayaran kas masa depan sebagaimana ditetapkan dalam
persyaratan baru utang termasuk pembayaran untuk bunga maupun untuk pokok
utang lebih rendah dari nilai tercatat, maka debitur harus mengurangi nilai tercatat
utang ke jumlah yang sama dengan jumlah pembayaran kas masa depan
sebagaimana yang ditentukan dalam persyaratan baru. Hal tersebut harus
diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian pengungkapan
dari pos kewaijiban yang berkaitan.

Suatu entitas tidak boleh mengubah nilai tercatat utang sebagal akibat darl
restrukturisasi utang yang menyangkut pembayaran kas masa depan yang tidak
dapat ditentukan, selama pembayaran kas masa depan maksimum tidak melebihi
nilai tercatat utang.

Jumlah bunga atau pokok utang menurut persyaratan baru dapat merupakan
kontinjen, tergantung peristiwa atau keadaan tertentu. Sebagai contoh, debitur
mungkin dituntut untuk membayar jumlah tertentu jika kondisi keuangannya
membaik sampai tingkat tertentu dalam periode tertentu. Untuk menentukan
jumiah tersebut maka harus mengikuti prinsip-prinsip yang diatur pada akuntansi
kontinjensi yang tidak diatur dalam pernyataan ini. Prinsip yang sama berlaku untuk
pembayaran kas masa depan yang seringkali harus diestimasi.

Penyajian dan Pengungkapan

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Luwu Timur harus diungkapkan secara rinci
dalam bentuk daftar schedul utang untuk memberikan informasj yang lebih baik
kepada pemakainya. i

Untuk meningkatkan kegunaan analisis, informasi-informasi yarrg harus disajikan
dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah :

(a) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka' panjang yang
diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;

(b) Jumiah saldo kewajiban berupa utang pemerintah berdasarkan jenis sekuritas
utang pemerintah dan jatuh temponya;

(c) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang
berlaku;

(d) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo;
(e) Perjanjian restrukturisasi utang meliputi :

(1) Pengurangan pinjaman; |

(2) Modifikasi persyaratan utang;

(3) Pengurangan tingkat bunga pinjaman;

(4) Pengunduran jatuh tempo pinjaman;

(5) Pengurangan nilai jatuh tempo pinjaman; dan |

(6) Pengurangan jumiah bunga terutang sampai dengan periode pelaporan;

(f) Jumlah tunggakan pinjaman yang disajikan dalam bentuk daftar umur utang
berdasarkan kreditur.

(g) Biaya pinjaman :
(1) Perlakuan biaya pinjaman;
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(2) Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi pada periode yang bersangkutan;
dan

(3) Tingkat kapitalisasi yang dipergunakan;
POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan,
belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi
tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan
mengenal alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas
pelaporan terhadap anggaran dengan :

(a) menyediakan informasi mengenai sumber, alokasl, dan penggunaan sumber
daya ekonomi;

(b) menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang
berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan
efektivitas penggunaan anggaran.

Laporan Realisasi Anggaran menyediakan informasi yang berguna dalam
memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan
pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan
laporan secara komparatif. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan
informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan
penggunaan sumber daya ekonomi :

(a) telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
(b) telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
(c) telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa sehingga menonjolkan
berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan yang
diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran menyandingkan
realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, dan pembiayaan dengan
anggarannya. Laporan Realisasi Anggaran dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan atas
Laporan Keuangan yang memuat hal-hal yang mempengaruhi pelaksanaan
anggaran seperti kebijakan fiskal dan moneter, sebab-sebab terjadinya perbedaan
yang material antara anggaran dan realisasinya, serta daftar-daftar yang merinci
lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

Laporan Realisasi Anggaran sekurang-kurangnya mencakup pos-pos sebagai
berikut :

(a) Pendapatan;

(b) Belanja;

(c) Transfer;

(d) Surplus atau defisit;

(e) Penerimaan pembiayaan;

(f) Pengeluaran pembiayaan;

(g) Pembiayaan neto; dan

(h) Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SILPA / SIKPA);
Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Daerah.
Pendapatan diklasifikasikan menurut jenis pendapatan.
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Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya
penerimaan dana perimbangan dari Pemerintah Pusat (Dana Alokasi Umum dan
Dana Alokagi Khususu) dan dana bagl hasil dari Pemerintah Provinsi Sulawesi
Selatan.

Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah
dikompensasikan dengan pengeluaran).

Dalam hal badan layanan umum daerah, pendapatan diakui dengan mengacu pada
peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan layanan umum
maupun badFm layanan umum daerah.

Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (recurring) atas penerimaan
pendapatan pada periode penerimaan maupun pada periode sebelumnya dibukukan
sebagal pengurang pendapatan.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan
dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.

Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (non-recurring) atas
penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai
pengurang ekuitas dana lancar pada pericde ditemukannya koreksi dan
pengembalian tersebut.

Belanja
Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Daerah.

Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada
saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang
mempunyai fungsi perbendaharaan.

Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan
perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum maupun badan
layanan umum daerah.

Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomis (jenis belanja), organisasi,
urusan pemerintahan dan fungsi.

Klasifikasi belanja menurut urusan pemerintahan terdiri atas belanja urusan wajib
dan belanja urusan pilinan. Klasifikasi belanja menurut urusan wajib mencakup :

1. pendidikan;

kesehatan:

pekerjaan umum;
perumahan rakyat;
penataan ruang;
perencanaan pembangunan;
perhubungan;

lingkurigan hidup;

gl e U L

pertanahan;

kependudukan dan catatan sipil;

pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

T
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spsial;
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14, ketenagakerjaan;

15. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
16. penanaman modal;

17. kebudayaan;

18. kepemudaan dan olah raga;

19. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

20. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah,
perangkat daerah, kepegawalan dan persandian;

21. ketahanan pangan;

22. pemberdayaan masyarakat dan desa;
23. statistik;

24. keﬂrﬁipﬁéln ;

25, immunili'tasi dan informatika; dan

26. perpustakaan;

Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana mencakup:
pettanian;

kehutanan;

energi dan sumber daya mineral;

pariwisata;

kelautan dan perikanan;

perdagangan;

industri; dan

ketransmigrasian,

M e e

Klasifikasi ekonomi adalah pengelompokan belanja yang didasarkan pada jenis
belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas. Klasifikasi ekonomi dikelompokkan
dalam dua kelompok yakni Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja
Tak Langsung merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Belanja Tak Langsung terdiri atas :

Belanja Pegawai;

Belanja Bunga;

Belanja Subsidi;

Belanja Hibah

Belanja Bantuan Sosial;

Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa;

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa; dan
8. Belanja Tak Terduga;

Belanja pegawai dalam kelompok belanja tak langsung merupakan belanja
kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang
diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota
DPRD serta gaji dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta
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penghasilan dan penerimaan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan dianggarkan dalam belanja pegawai.

Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang
dihitung atas kewajlban pokok utang (Principal outstanding) berdasarkan perjanjian
pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat
terjangkau oleh masyarakat banyak.

Belanja hibah sebagaimana digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah
dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Pusat atau
Pemerintah Daerah lainnya, dan kelompok masyarakat/perorangan yang secara
spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat
sosial kemasyarakatan dalam bentuk wuang danfatau barang kepada
kelompok/anggota masyarakat, dan partai politik. Bantuan sosial diberikan secara
selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan
penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana bagl hasil kepada
pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah
daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang
bersifat umum atau khusus kepada pemerintahan desa, dan kepada pemerintah
daerah lainnya.

Belanja tidak terduga merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa
atau tidak diharapkan berulang sepertl penanggulangan bencana alam dan bencana
sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Belanja Langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung
dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
Belanja Langsung terdiri atas :

1. Belanja Pegawai;
2. Belanja Barang dan Jasa; dan
3. Belanja Modal;

Belanja Pegawai kelompok Belanja Langsung digunakan untuk pengeluaran
honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan
barang yand nilai manfaatnya kurang dar] 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian
jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pada pemerintahan daerah.
Belanja barang/jasa berupa belanja barang pakal habis, bahan/material, jasa
kantor, prem| asurans|, perawatan kendaraan bermotor, cetak/penggandaan, sewa
rumah/gedung/gudang/parkir, sewa sarana mobllitas, sewa alat berat, sewa
perlengkapan dan peralatan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan
atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas,
perjalanan dinas pindah tugas dan pemulangan pegawal, pemeliharaan, jasa
konsultansi, dan lain-lain pengadaan barang/jasa, dan belanja lainnya yang sejenis.

Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka
pengadaan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfast lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan.
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Nilai aset tetap berwujud yang dianggarkan dalam belanja modal sebesar harga
beli/bangun  aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Realisasi anggaran belanja dilaporkan sesuai dengan klasifikasl yang ditetapkan
dalam dokumen anggaran. Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali
belanja) yang terjadi pada pericde pengeluaran belanja dibukukan sebagai
pengurang belanja pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode
berikutnya, koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

Surplus/Defisit

Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama satu periode
pelaporan. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan. Selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Surplus/Defisit.

Pembiayaan

Pemblayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik
penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali,
yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup
defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara
lain dapat berasal dari pinjaman, dan hasil divestasi. Sementara, penageluaran
pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman,
pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah
Daerah, Penerimaan pembiayaan diakul pada saat diterima pada Rekening Kas
Daerah. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu
dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya
(setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pencairan Dana Cadangan mengurangi Dana Cadangan yang bersangkutan.

Pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum
Daerah.

Pembentukan Dana Cadangan menambah Dana Cadangan yang bersangkutan.
Hasil-hasil yang diperoleh dari pengelolaan Dana Cadangan di pemerintah daerah
merupakan penambah Dana Cadangan. Hasil tersebut dicatat sebagal pendapatan
dalam pos pendapatan asli daerah lainnya.

Pembiayaan neto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi
pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.

Selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Neto. Sisa lebih/kurang
pembiayaan anggaran adalah selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan
pengeluaran selama satu periode pelaporan.

Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu
periode pelaporan dicatat dalam pos SILPA/SIKPA.

LAPORAN ARUS KAS

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama
periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset
non keuangan, pembiayaan, dan non anggaran.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggaran memberikan informasi yang memungkinkan para
pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi
kas dan setara kas pemerintah. Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk
mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi aset non keuangan,
pembiayaan, dan non anggaran.
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Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya
transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang.
Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pembiayaan sedangkan
pembayaran bunga utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi.

Aktivitas Operasi

Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan
operasi Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menghasilkan kas yang cukup untuk
membiayai aktivitds operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan
sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dalri aktivitas operasi terutama diperoleh dari :

() Penerimaan Pajak Daerah;

(b) Penerimaan Retribusi;

(c) Penerimaan Hibah;

(d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya; dan
(e) Transfer masuk;

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk pengeluaran :
(a) Belanja Pegawai;

(b) Belanja Barang;

(c) Bungg;

(d) Subsidi;

(e) Hibah;

(fy Bantuan Sosial;

(g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan

(h) Transfer keluar;

Jika Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mempunyai surat berharga yang sifatnya sama
dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolchan dan penjualan surat
berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika Pemerintah Kabupaten Luwu Timur mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu
entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan
modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut
harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas
laporan keuangan.

Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan

Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan mencerminkan penerimaan dan
pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi
yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada
masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktjvitas investasi aset non keuangan terdiri dari:
(a) Penjualan Aset Tetap,

(b) Penjualan Aset Lainnya.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi aset nonkeuangan terdiri dari :
(a) Perolehan Aset Tetap;

(b) Perolehan Aset Lainnya.
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Aktivitas Pembiayaan

Arus kas dari aktivitas pembiayaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
bruto sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran, yang
bertujuan untuk memprediksi klaim pihak laln terhadap arus kas pemerintah dan klaim
pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas pembiayaan antara lain :

(a) Penerimaan Pinjaman;

(b) Penerimaan Hasil Penjualan Surat Utang Negara;
(c) Penerimaan dari Divestasi;

(d) Penerimaan Kembali Pinjaman;

(e) Pencairan Dana Cadangan;

(f) Arus keluar kas dari aktivitas pembiayaan antara lain:
(g) Penyertaan Modal Pemerintah,

(h) Pembayaran Pokok Pinjaman;

() Pemberian Pinjaman Jangka Panjang; dan

(1) Pembentukan Dana Cadangan;

Aktivitas Non Anggaran

Arus kas dari aktivitas non anggaran mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas
bruto yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan
pemerintah. Arus kas dari aktivitas nonanggaran antara lain Perhitungan Pihak Ketiga
(PPK) dan kiriman uang. PPK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang
dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga
misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar
rekening kas daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas nonanggaran meliputi penetimaan PPK dan kiriman uang
masuk.

Arus keluar kas dari aktivitas nonanggaran meliputi pengeluaran PPK dan kiriman uang
keluar.

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menggunakan metode langsung dalam penyajian
Laporan Arus Kas.

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Lapjran Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami
oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun
manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung
informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk
menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan harus dibuat Catatan atas Laporan
Keuangan yang berisl informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami
Laporan Keuangan.

Format dan isi Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :
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Bab 11
2.1,

2.2,
2.3.

Bab III

3:1.
3.2

Bab IV
4.1.
4.2,
4.3.
1.4

BabV
5.1,
5.1.1
5.1.2
5.1.3
5.1.4
5.1.5
5.1.6
5.1.7

5.2,

Bab VI

Bab VII

KABUPATEN LUWU TIMUR
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
TAHUN ANGGARAN .........

Pendahuluan

Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD
Ekonomi makro

Kebijakan keuangan
Indikator pencapaian target kinerja APBD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan
Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah
ditetapkan

Kebijakan akuntansi

Entitas pelaporan keuangan daerah

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada
dalam standar akuntansi pemerintahan

Penjelasan pos-pos laporan keuangan

Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
Pendapatan

Belanja

Pembiayaan

Aset

Kewajiban

Ekuitasdana

Komponen-komponen laporan arus kas

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan
rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang
menggunakan basis akrual.

Penjelasan atas informasi-informasi nonkeuangan

Penutup
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Bab I.
1.1.

1.2

1.3.

Bab II.

2.1,

PENJELASAN ISI
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Pendahuluan
Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenai maksud dan tujuan penyusunan laporan
keuangan,

Landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

Memuat penjelasan mengenal peraturan perundang-undangan yang berlaku
sebagai landasan hukum penyusunan laporan keuangan.

Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan.
Memuat penjelasan mengenai sistematika |si catatan atas laporan keuangan.

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja
APBD

Ekonomi makro

Memuat penjelasan mengenai asumsi makro ekonomi yang dijadikan landasan
penyusunan APBD dan perkembangannya dalam Perubahan APBD sampai
dengan pelaksanaan APBD akhir tahun anggaran. Informasi yang disajikan
memuat tentang posisi dan kondisi ekonomi makro periode berjalan
dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya.
Dalam bagian ini juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi
terjadinyd perubahan asumsl makro ekonomi yang membawa dampak terhadap
peningkatan atau penurunan (fluktuasl) asumsl yang ditetapkan.

2.2. Kebijakan Keuangan

2.3.

Bab III.

Memuat penjelasan mengenai kebijakan keuangan yang ditetapkan pemerintah
daerah sampal dengan akhir tahun anggaran yang berimplikasi terhadap
perubahan posisi Meraca dan Laporan Arus Kas. Informasi yang disajikan
memuat tentang posisi dan kondisi keuangan periode berjalan dibandingkan
dengan periode yang sama pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam bagian ini
juga dijelaskan mengenai faktor-faktor yang melatarbelakangi ditempuhnya
kebijakan keuangan oleh pemerintah daerah sehingga terjadinya perubahan
terhadap posisi neraca dan laporan arus kas.

Pencapalan target kinerja APBD

Memuat penjelasan mengenai keberhasilan pencapaian target kinerja APBD yang
dicerminkan melalul Indikator keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan
pada tahun pelaporan menurut urusan pemerintahan daerah. Indikator
pencapaian target kinerja menyajikan informasi tentang pencapaian efektifitas
dan efisiensi program dan kegiatan yang dilaksanakan. Dalam bagian ini
dijelaskan juga faktor pendorong tercapainya tingkat keberhasllan (efektifitas
dan efisiensi) atau faktor penghambat tidak tercapainya indikator target kinerja
program dan kegiatan yang telah ditetapkan balk yang bersifat dapat
dikendalikan maupun yang tidak dapat dikendalikan (force majeur).

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target. kinerja APBD menurut urusan
pemerintahan daerah, berupa gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan
efisiens| program dan kegiatan yang dapat disajikan dalam bentuk tabel, grafik
dan/atau diagram.
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Bab IV.
' 4.1.

4.2.

4.3,

4.4.

Bab V.
5.1.

5.1.1

bil.2

Kebijakanh Akuntansi
Entitas akuntansi dan entitas pelaporan keuangan daerah

Menyajikan Informasj tentang organisasi yang ditetapkan sebagai entitas
akuntansi dan entitas petaporan keuangan daerah,

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan menyajikan
informasi tentang penerapan kebijakan Basis kas atau basis akrual untuk
pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta penerapan kebijakan
basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban flan ekuitas dana.

Basis pengukuran yang mendasarl penyusunan laporan keuangan menyajikan
informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-
pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana). Dalam bagian
ini harus disajikan proses penetapan nilas setiap aset, kewajiban dan ekuitas
dana. Informasi pengukuran pos-pos laporan keuangan sebagaimana dimaksud
harus dengan jelas menggambarkan nilai perolehan historis, yaitu aset
dicatat/diukur sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar
dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut, kewajiban
dicatat/diukur sebesar nilai nominal dan ekuitas dana dicatat/diukur sebesar
selisih antara aset dengan kewajiban.

Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam
standar akuntansi pemerintah menyajikan informasi tentang kebijakan akuntansi
yang telah diterapkan dan kebijakan akuntansi yang belum diterapkan atas pos-
pos laporan keuangan sesuai dengan ketentuan Standar Akuntansi
Pemerintahan.

Penjelasan Pos-pos Laporan Keuangan
Rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan
Pendapatén

Menyajikan informasi tenmtang rincian dan penjelasan pos pendapatan yang
terdiri atas :

a. Pendapatan asli daerah;

b. Dana perimbangan;

c. Lain-lain pendapatan yang sah;
Belanja

Menyajikan informasi tentang rincian dan penjelasan pos belanja yang terdiri
atas :

Belanja pegawal,;

Belanja barang;

Belanja modal;

Belanja bunga;

Belanja subsidi;

Belanja hibah;

Belanja bantuan sosial;
Belanja bagi hasil;

Belanja bantuan keuangan;
Belanja tidak terduga;
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5.1.3

5.14

5.1.5

5.1.6

0:1.7

Pembiayaan

Memuat Informas! tentang rincian dan penjelasan pos pembiayaan yang terdiri
atas :

a. Pembiayaan penerimaan:
1) Sisa lebih perhitungan anggaran (SILPA);
2) Pencairan dana cadangan;
3) Hasil penjualan kekayaan (aset) daerah yang dipisahkan;
4) Penerimaan pinjaman daerah dan penerbitan abligasi daerah;
5) Penerimaan kembali pinjaman daerah;
6) Penerimaan piutang;
b. Pemblayaan Pengeluaran:
a. Pembentukan dana cadangan;
b. Pembayaran pokok utang;
c. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
d. Pemberian pinjaman;
Aset
Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos aset yang terdiri atas:
a. Aset lancar;
b. Investasi jangka panjang;
c. Aset tetap;
d. Dana cadangan;
e. Aset lain-lain;
Kewajiban

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos kewajiban yang terdiri
atas :

a. Kewajiban jangka pendek;

b. Kewajiban jangka panjang;

Ekuitas dana

Memuat informasi tentang rincian dan penjelasan pos ekuitas dana yang
terdiri atas:

a. Ekuitas dana lancar;

b. Ekuitas dana investasi; dan

c. Ekuitas dana cadangan;

Komponen-komponen laporan arus kas, yang terdiri atas :
a. Arus kas aktivitas operasi;

b. Arus kas aktivitas investasi aset non keuangan;

C. Arus kas aktivitas pembiayaan; dan

d. Arus kas aktivitas non anggaran:
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5.2

Bab VI.

Bab VII.

Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan
dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya
dengan penerapan basis kas, untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis
akrual, memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang diharuskan oleh
pernyataan standar akuntansi pemerintahan. Pengungkapan atas pos-pos aset
dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas
pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk
entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual. Rekonsiliasi ditujukan untuk
menyajikan hubungan antara laporan kinerja keuangan dengan laporan realisasi
anggaran. Laporan rekonsiliasi dimulai dengan penambahan atau pengurangan
ekuitas yang berasal dari laporan kinerja yang disusun berdasarkan basis akrual.
Penjelasan atas Informasi-informasi Non Keuangan

Memuat informasi tentang hal-hal yang belum diinformasikan dalam bagian
manapun dari laporan keuangan, yaitu :

a. Domislli dan bentuk hukum suatu entitas serta yurisdiksi tempat entitas
tersebut berada.

Penjelasan mengenal sifat operasi entitas dan kegiatan pokoknya.
Ketentuan perundang-undangan yang menjadi kegiatan operasionalnya.
Penggantian manajemen pemerintahan selama tahun berjalan,

Kesalahan manajemen terdahulu yang telah dikoreksi oleh manajemen baru,
Komitmen atau kontinjensi yang tidak dapat disajikan pada Neraca.
Penggabungan atau pemekaran entitas pada tahun berjalan.

Kejadian yang mempunyai dampak sosial, misalnya adanya pemogokan yang
harus ditanggung pemerintah,

Penutup

Memuat uraian penutup yang dapat berupa simpulan-simpulan penting tentang
laporan keuangan.
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Definisi Operasional

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan
untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Aktivitas investasi aset nonkeuangan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran
kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap dan aset
nonkeuangan lainnya.

Aktivitas pembiayaan adalah aktivitas penerimaan kas yang perlu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran kas yang akan diterima kembali yang mengakibatkan
perubahan dalam jumlah dan komposisi investasi jangka panjang, piutang jangka
panjang, dan utang pemerintah sehubungan dengan pendanaan defisit atau
penggunaan surplus anggaran.

Aktivitas non anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak
mempengarubl anggaran pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan
pemerintah,

Akuntansi adalah proses pencatatan, pengukuran, pengklasifikasian, pengikhtisaran
transaksi dan kejadian keuangan, penginterpretasian atas hasilnya, serta penyajian
laporan

Amortisasi adalah alokasi sistematis dari premium atau diskonto selama umur utang
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan pemerintah meliputi
rencana pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang diukur dalam satuan
rupiah, vang disusun menurut klasifikas tertentu secara sistematis untuk satu
periode.

Anggaran Fendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan
tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah
daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.

Arus Kas adalah arus masuk dan arus keluar kas dan setara kas pada Bendahara Umum
Negara/Daerah.

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasal dan/atau dimiliki oleh pemerintah
sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau
sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun
masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan
sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua
belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh
masyarakat umum,

Azas Bruto adalah suatu prinsip yang tidak memperkenankan pencatatan secara neto
penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi atau tidak
memperkenankan pencatatan pengeluaran setelah dilakukan kompensasi antara
penerimaan 'dan pengeluaran.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas
atau setara kas diterima atau dibayar.

Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa
lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
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Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang
mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang
tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang
bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar
imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau
konstruksi sampal dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk
dipergunakan.,

Biaya Pinjaman adalah bunga dan biaya lainnya yang harus ditanggung oleh
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur sehubungan dengan peminjaman dana.

Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang
memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun
anggaran.

Ekuitas Dana ajalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset
dan kewajiban pemerintah.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang
dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan
keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas
akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib
menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti
bunga, deviden, dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan
kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan
dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari
12 (dua belas) bulan.

Investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam
investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki
secara berkelanjutan.

Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan
untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah vyang ditentukan oleh
Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan
pengeluaran pemerintah daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-
aturan, dan praktek-praktek spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip yang
mendasari penyusunan dan pengembangan Standar Akuntansi Pemerintahan bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan dan merupakan rujukan penting bagi
Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, penyusun laporan keuangan, dan
pemeriksa dalam mencari pemecahan atas sesuatu masalah yang belum diatur
secara jelas dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan.
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Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen
untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan
aset dan atau hak usaha yang dimiliki.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu vang penyelesaiannya
mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban kontinjensi adalah :

(a) kewajiban potensial yang timbul dari peristiwva masa lalu dan keberadaannya
menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya suatu peristiwa atau lebih
pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali suatu entitas; atau

(b) kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena:

(1) tidak terdapat kemungkinan besar (not probable) Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk
menyelesaikan kewajibannya; atau

(2) jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal.

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh
entitas akuntansi yang ada dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
dengan mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagal satu
entitas pelaporan konsolidasian.

Konstruksi dalam pengerjaan adalah asect-aset vang sedang dalam proses
pembangunah.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi
suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu sama lain atau saling
tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau
penggunaan utama

Koreksi adalah tihndakan pembetulan akuntansi agar pos-pos yang tersaji dalam laporan
keuangan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur menjadi sesuai dengan yang
seharusnya.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas bendahara
umum daerah.

Laporan keuangan interim adalah laporan keuangan yang diterbitkan di antara dua
laporan keuangan tahunan.

Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan
gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai
satu entitas tunggal.

Masa manfaat adalah:

(a) Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau
pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk
aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Mata uang asing adalah mata uang selain mata uang pelaporan entitas.

Mata uang pelaporan adalah mata uang rupiah yang digunakan dalam menyajikan
laporan keuangan.

Materialitas adalah suatu kondisi jika tidak tersajikannya atau salah saji suatu informasi
akan mempengaruhi keputusan atau penilaian pengguna yang dibuat atas dasar
laporan keuangan. Materialitas tergantung pada hakikat atau besarnya pos atau
kesalahan yang dipertimbangkan dari keadaan khusus dimana kekurangan atau
salah saji terjadi.

halaman 44



Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau
nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset
investasi pada saat perclehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera
dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adata'h jumiah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam
pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat
suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan.

Nilai tercatat (carrying amount) aset adalah nilai buku aset, yang dihitung dari biaya
perolehan suatu aset setelah dikurangi akumulasi penyusutan,

Nilai wajar adalh nilai tukar aset atau penyelesalan kewajiban antar pihak yang
memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.

Obligasi Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua
belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Pejabat Pengeldla Keuangan Daerah (PPKD) adalah kepala satuan kerja pengelola
keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan
bertindak sebagai bendahara umum daerah.

Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang periu dibayar kembali
dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran
bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam
penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau
memanfaatkan surplus anggaran.

Pendapatan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah
ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang
menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur.

Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Daerah.
Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Daerah,

Penyusutan adalah penyesuaian nilal sehubungan dengan penurunan kapasitas dan
manfaat dari suatu aset.

Perhitungan Pihak Ketiga (PPK) merupakan utang Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
kepada pihak lain yang disebabkan kedudukannya sebagai pemotong pajak atau
pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN),
iuran Askes, Taspen, dan Taperum,

Periode akuntansi adalah periode pertanggungjawaban keuangan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur yang periodenya sama dengan periode tahun anggaran.

Peristiwa Luar Biasa adalah kejadian atau transaksi yang secara jelas berbeda dari
aktivitas normal Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dan karenanya tidak
diharapkan terjadi dan berada diluar kendall atau pengaruh Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur sehingga memiliki dampak yang signifikan terhadap realisasi anggaran
atau posisi aset/kewajiban.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang
dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-
barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka
pelayanan kepada masyarakat.
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Piutang transfer adalah hak suatu entitas pelaporan untuk menerima pembayaran dari
entitas pelaporan lain sebagai akibat peraturan perundang-undangan.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh Bupati Luwu Timur untuk menampung seluruh penerimaan daerah
dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga pemenuhan
kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah tersebut.

Termin (progress billing) adalah jumiah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan
dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh
pemberi kerja.

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) adalah perangkat daerah pada pemerintah
daerah selaku pengguna anggaran/barang.

Sekuritas utang pemerintah adalah surat berharga berupa surat pengakuan utang
oleh pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan mempunyai nilai jatuh tempo atau
nilai pelunasan pada saat diterbitkan, misalnya Surat Utang Negara (SUN).

Setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dijabarkan
menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.

Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran (SiLPA/SIKPA) adalah selisin
lebin/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran APBN/APBD selama satu
periode pelaporan.

Sistem Akuntansi Pemerintahan adalah serangkaian prosedur manual maupun yang
terkomputerisasl mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan
pelaporan pasisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), adalah prinsip-prinsip akuntansi yang
diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Surat Perbendaharaan Negara adalah Surat Utang Negara yang berjangka waktu
sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

Surat Utang Negara adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam
mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran pokok utang dan
bunganya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.

Surplus/defisit adalah selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama satu
periode pelaporan.

Tanggal pelaporan adalah tangga! hari terakhir dari suatu periode pelaporan. Tanggal
pelaporan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur ditetapkan tanggal 31 Desember
tahun berkenaan,

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada
entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

BUPATT LUWU TIMUR,

STEWREL V777 IO RDASI

THMAS PENDAFSTES v ST DAERAH I|
M

. Pa— L H. ANDI HATTA M
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Pasal 4

Peraturan inl mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahul, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

I BINAS F‘E':LI;'.F.1T:'& -' AN ASIETDAER M Ditetapkan di Malili .
P pada tanggal | ¥ 11 meseises 2ot

_ - ¢ . BUPATI LUWU TIMUR,
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Diundangkan di Malili
pada tanggal 14y Hgmﬂr 2088

SEKREJTARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,

H. A. T. UMAR PANGERANG

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2008 NOMOR [Ir:i



Pasal 4

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar semua orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Ditetapkan di Malili
pada tapggal 11 Seseaber 2000
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